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Abstract: Defense is one of the most important elements in a country because good 

defense will create a sovereign country. Not only that, the security system is also a 

benchmark for the sovereignty of a country. Therefore, a country must have a good defense 

system in order to create a sovereign country. In Indonesia, this has been regulated in article 

30 of the 1945 Constitution and Law Number 3 of 2002 concerning national defense. 

Indonesia has undergone several changes related to the doctrine of state defense and 

security. The method used in this research is library research. The results of the study 

concluded that Indonesia has undergone several changes in the Doctrine regarding the state 

defense and security system where at this time Indonesia has adopted a universal defense 

system which in previous periods Indonesia adhered to a universal people's defense and 

security system. However, since the enactment of Law Number 3 of 2002 concerning 

national defense, the doctrine used to date is a universal defense system. 
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Abstrak: Pertahanan merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara dikarenakan 

pertahanan yang baik akan mewujudkan negara yang berdaulat. Tak hanya itu, sistem 

keamanan juga menjadi tolak ukur dari kedaulatan pada suatu negara. Oleh karena itu, suatu 

negara harus memiliki sistem pertahanan yang baik guna mewujudkan negara yang  

berdaulat. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 serta UU Nomor 3 

Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Indonesia telah beberapa kali mengalami 

perubahan terkait dengan doktrin pertahanan dan keamanan negara. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan Doktrin mengenai sistem 

pertahanan dan keamanan negara dimana pada saat ini Indonesia telah menganut sistem 
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pertahanan semesta yang mana beberapa periode sebelumnya indonesia menganut sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Namun semenjak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 

2002 tentang pertahanan negara, doktrin yang digunakan hingga saat ini adalah sistem 

pertahanan semesta. 

Kata Kunci : Sistem Pertahanan Semesta, Doktrin, Pertahanan 

 

PENDAHULUAN  

Berdasarkan Pasal 30 undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pertahanan 

dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia. 

Pasal ini menegaskan bahwa sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan 

hanya menjadi tanggung jawab dari tentara Nasional Indonesia selaku penjaga pertahanan 

dan keamanan namun juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dikarenakan 

sebagaimana frasa negara “Kesatuan” bahwa seluruh rakyat harus Bersatu dalam menjaga 

pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia dari ancaman pihak luar yang dapat 

membahayakan keselamatan negara serta masyarakat di Indonesia.  

Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat dalam upaya mempertahankan 

NKRI dari ancaman pihak luar disebut sistem pertahanan rakyat semesta dimana sistem 

pertahanan rakyat semesta merupakan suatu sistem pertahanan dimana negara melibatkan 

seluruh rakyat dalam upaya mempertahankan keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dari ancaman pihak luar sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Se ime ista dalam kamus Be isar Bahasa Indone isia me imiliki arti se iluruh ; se ige inap ; 

se imuanya : se imua yang ada di alam -- ini tidak dapat le ipas dari takdirnya masing-masing. 

Hak dan ke iwajiban se iluruh warga ne igara diwujudkan me ilalui ke iikutse irtaan se icara aktif 

dalam usaha pe irtahanan ne igara yang me irupakan sikap, pe irilaku, tanggung jawab, dan 

ke ihormatan yang dijiwai ole ih ke isadaran dan ke icintaan ke ipada Ne igara Ke isatuan Reipublik 

Indone isia (NKRI). Se iluruh warga ne igara se isuai pe iran dan fungsinya dipe irsiapkan atau 

me impe irsiapkan diri untuk me inghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan, dan 

tantangan teirhadap e iksiste insi NKRI yang ditimbulkan ole ih adanya pe irubahan lingkungan 

dan konte iks strate igis. 

Strateigi Pe irtahanan Rakyat Se ime ista dirumuskan be irdasarkan ke ikhasan dan kondisi 

ge iografi se ibagai ne igara ke ipulauan be irciri Nusantara, di mana Indone isia me irupakan ne igara 

ke ipulauan te irbe isar di dunia. Deingan ciri Ke irakyatan, Keise ime istaan dan Ke iwilayahan. 

Sayangnya, Sishankamrata se ibagai siste im tidak me imiliki atau be ilum me imiliki gambaran 

turunannya dalam sub siste im yang sudah, te ingah, dan akan diimple ime intasikan. Me inurut 

Che ippy Hakim, Sishankamrata se ibagai jargon sudah sangat lama dike inal, akan te itapi, be ilum 

teirlihat di pe irmukaan wujud nyata dari gambaran je ilas te intang Sishankamrata di masyarakat 
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luas1. Bahkan dalam pe irke imbangannya, se impat teirjadi se itback di tahun 2002 seite ilah MPR 

me irubah istilah me injadi Siste im Pe irtahanan Se ime ista (Sishanta), kita sibuk de ingan urusan 

pe irubahan istilahnya. Apa yang salah de ingan istilah itu? Kalau te irnyata maksudnya juga 

sama? Yang pe inting justru pe injabaran dari pe inge irtian istilah te irse ibut.  

Pada kasus Siste im Pe irtahanan Ne igara, Pe inggantian Nama Sishankamrata me injadi 

Siste im Pe irtahanan Se ime ista atau Sishanta, te irjadi kare ina ada ke imunduran pe imahaman ole ih 

politikus kita pada itu, yang me imisahkan Pe irtahanan deingan Ke iamanan. Pe inghapusan kata 

ke iamanan me imang di tujukan untuk me imisahkan tugas TNI dan Polri, ke itidak pahaman 

me imbe idakan Ke iamanan (“K” Beisar) untuk Keiamanan Nasional yang me irupakan fokus 

tujuan utama Pe irtahanan Ne igara de ingan ke iamanan (“k” ke icil) untuk ke ite irtiban masyarakat 

dan pe ine igakkan hukum yang me injadi tugas polisi dan aparat sipil pe ine igak aturan di 

masyarakat lainnya me injadi masalah utama siste im pe irtahanan ne igara pada akhirnya 

be irpe ingaruh pada Ke itahanan Nasional. 

Sistem pertahanan rakyat semesta sendiri merupakan suatu amant yang telah 

terdapat dalam konstitusi Republik indoensia yaitu pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline ke IV dimana dalam pembukaan Undang 

undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi 

segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimana kalimat ini 

kemudian menjdi cikal bakal lahirnya Pasal 30 mengenai kewajiban bela negara bagi seluruh 

rakyat. Frasa “Negara” dalam pembukaan undang undang dasar 1945 tersebut memiliki 

makna yaitu semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan wajib turut serta dalam 

upaya memeprtahankan kedaulatan serta menjaga keamanan dari Ngara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Beibe irapa tulisan be irhubungan de ingan se ijarah pe irke imbangan Siste im Pe irtahanan 

Rakyat Seime ista diantaranya E ivolusi Doktrin Pe irtahanan Indone isia2. Siste im Pe irtahanan 

Ke iamanan Rakyat Seime ista, Doktrin Peirang Indone isia Me injaga Ke idaulatan3, Me imbahas 

Siste im Pe irtahanan Ke iamanan Rakyat Seime ista4. Artike il Jurnal yang be irjudul Pe irte impuran 

                                                     
1
 Hakim, C. (2021). https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/meimbahas-

sisteim-peirtahanan-keiamanan-rakyat-seimeista. From Kompas.Com: 

https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-

rakyat-semesta 
2
  Darmawan, W. e. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Repuiblik Indonesia Daewoo 

Shipbuilding Marine Enginering Dalam Pengadaan Kapal Selam Sebagai Upaya Pemenuhan Minimum 

Esseintial Force Militer Republik Indonesia. Padjajaran Journal of International Relations, 1(3), 287 - 

310.. 
3
 Sucipto. (2022). https://nasional.sindonews.com/read. From sindonews.com: 

https://nasional.sindoneiws.com/reiad/764979/14/sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta-

doktrin-perang-indonesia-menjaga-kedaulatan-1652133949 
4
 Hakim, C. (2021). https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/meimbahas-

sisteim-peirtahanan-keiamanan-rakyat-seimeista. From Kompas.Com: 

https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-
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Surabaya Tahun 1945 Dalam Peirspe iktif Pe irang Se ime ista5. Analisis Karakte iristik Peirang 

Se ime ista Pada Peirteimpuran Surabaya 19456. Konfrontasi Milite ir Pe imbe ibasan Papua Barat 

Dalam Pe irspe iktif Strate igi Pe irang Se ime ista7, dan Juga be ibe irapa tulisan di me idia buku se ipe irti 

Pokok-pokok Pe imikiran te intang Pe irang Se ime ista. konse ip pe irang se ime ista8, Peirang Rakyat 

Ve irsus Pe irang Se ime ista9, teirmasuk buku Putih Pe irtahanan, dan buku-buku doktrin 

Pe irtahanan kita, se irta teintunya re ife ireinsi utama adalah buku A.H.Nasution be irjudul Pokok-

pokok Pe irang Ge irilya (Nasution, 1953) 

Perkembangan doktrin sistem pertahanan Indonesia telah mengalami perubahan 

mulai sejak periode sebelum kemerdekaan hingga periode order baru dimana apda masa 

sebeum kemerdekaan, indoensia belum memiliki doktrin pertahanan dikarenakan secara 

administrative, indoensia masih berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Sedangkan 

apda era Orde Lama Indonesia menganut sistem Dwifungsi ABRI dimana TNI selain memiliki 

kewajiban untuk menjaga pertahanan negara juga wajib untuk menjaga keamanan neara. 

Hal iniah yang kemudian pada peridoe order baru dihapuskan dimana TNI memiliki memiliki 

fungsi untuk menjaga pertahanan sedangkan Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam 

masalah keamanan. Namun dikarenakan dua komponen tersebut tidak cukup dalam 

memberikan pertahanan dan keamanan secara makmsial kepada selurh rakyat maka sebagai 

bentuk perwujudan rasa patriotism, maka sistem pertahanan dan keamanan Indonesia 

menganut doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana doktrin ini 

mewajibkan seluruh rakyat untuk berperan dalam menjaga pertahanan dan Keamanan 

negara sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945 

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas serta kewajiban bela negara oleh 

seluruh warga negara yang telah diamantakn oleh Konstitusi yaitu Pemukaan Undang 

Undang Dsaar 1945 Alinea ke IV serta Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945, maka penulis 

tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dengan judul  

 

METODE PENELITIAN  

Tuilisan ini me ingguinakan me itode i se ijarah yaitui he iuiristik kritik yang te irdiri dari kritik 

inte irnal dan e ikste irnal, se irta historiografi yaitui pe inuilisan se ijarah yang me inggabuingkan 

                                                                                                                                                                   

rakyat-semesta 
5
  Kusuma, E., Anwar, S., Risman, H., & Arief, a. R. (2021). Pertempuran Surabaya Tahun 1945 

Dalam Perspektif Perang Semesta. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2825-2836. 
6
 Ode, L., Hasyim, M., & Arief, R. (2021). Analisis Karakteristik Perang Semeista Pada 

Perteimpuran Surabaya 1945. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(7), 2307-2314 
7
  Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., & Muidhio, I. W. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan Papua 

Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 265-276. 
8
  Prabowo, J. S., Putranto, J., & al, e. (2016). Perang Semesta Dalam Kajian Budaya Dan Media. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 
9
 Ibid. 
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pe inafsiran (inte irpre itasi), pe inje ilasan (e iksplanasi), dan pe inyajian (e ikspose i)10 dari stuidi 

lite iratuir. Me inge inai langkah yang pe inuilis ambil dalam pe ine ilitian se ijarah ini, Bharata Barrir 

Ibrahim  me inje ilaskan se ibagai be irikuit11 :  

1. He iuiristik yaitui me inguimpuilkan suimbe ir yang be irkaitan de ingan masalah yang diangkat. 

pe inuilis dari suimbe ir pe ine ilitian se ijarah te irse ibuit teirbagi me injadi tiga, yaitui. suimbe ir mate iri, 

suimbe ir te irtuilis dan suimbe ir lisan. Dalam pe ine ilitian ini, pe ine iliti me ingguinakan suimbe ir 

lite iratuir.  

2. Kritik, de ingan me imilah dan me inyaring ke iaslian dari suimbe ir sastra yang dite imuikan. Pada 

titik ini, pe inuilis me ininjaui uilasan suimbe ir yang dite irima uintuik me ine intuikan validitas 

suimbe ir.  

3. Inteirpre itasi, yaitui me inafsirkan ataui me imbe irikan pe inafsiran te irhadap fakta-fakta yang 

dipe irole ih de ingan me inggabuingkan satui pe inafsiran de ingan yang lain. Pada langkah ini, 

pe inuilis me incoba me inginte irpre itasikan fakta yang dipe irole ih dari hasil pe ine ilitian liteiratuir 

yang ada.  

4. Historiografi, me iruipakan tahap te irakhir dari se ijarah tuilis, dalam tahap ini pe inuilis 

me inyajikan hasil te imuian dari tiga tahap se ibe iluimnya me inyuisuinnya dalam be intuik tuilisan 

de ingan gaya bahasa dan tata bahasa tuilisan yang baik dan be inar. 

Me itode i ini uintuik me impe ilajari asal muila siste im pe irtahanan rakyat se ime ista 

Indone isia dari pe irspe iktif se ijarah. Me itode i de iskriptif kuialitatif diguinakan uintuik 

me inggambarkan te intang Sishankamrata dalam pe irke imbangannya.  

Tuijuian pe inuilisan stuidi ini adalah uintuik me imbe irikan gambaran te irhadap apa dan 

bagaimana Sishankamrata te irse ibuit dan darimana awal muilanya Sishankamrata se ihingga 

me injadi dokrin Pe irtahanan Ne igara Indone isia? Uintuik me injawab ruimuisan masalah teirse ibuit 

tuilisan ini me inganalisa te irhadap obye ik pe ine ilitian yaitui pe iristiwa se ijarah pe irke imbangan 

doktrin pe irtahanan Indone isia yang dipe irole ih me ilaluii stuidi Puistaka. 

 

PEMBAHASAN  

Sishankamrata me iruipakan doktrin yang lahir dan be irke imbang dari se ijarah 

Pe irjuiangan bangsa Indone isia, Tuilisan AH Nasuition tahuin 1953 te intang Pokok Pokok Ge irilya, 

adalah konde insasi dari se iluiruih rangkaian se ijarah pe irjuiangan Ke ime irde ikaan Indone isia. Nilai-

nilai te irse ibuit suidah te irtanam dan barui dituiliskan ole ih AH Nasuition dalam buikuinya yang 

teirke inal bahkan te ilah dite irje imahkan ke i dalam be irbagai bahasa asing, me injadi buikui wajib 

akade imi milite ir di se ijuimlah ne igara, te irmasuik di se ikolah e ilite i milite ir duinia. Pe ilajaran dari 

                                                     
10

  Arifin, F. (2020). Peimbelajaran Sejarah Pada Masa Kolonialisme Belanda. Jurnal Pendidikan 

Sejarah, 9(2), 126-152. 
11

  Barrir Ibrahim, B. (2019). Peranan Kh Abdul Wahid Hasjim Dalam Perkembangan Partai 

Masyumi Tahun 1943 - 1953. Skripsi Universitas Siliwangi. 



 

JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG 109 

 

Buikui teirse ibuit, akhirnya me injadi Doktrin Peirtahanan Ne igara Indone isia. Bila kita teiluisuiri 

se ijarah de ingan pikiran te irbuika, Buikui yang me injadi dasar Doktrin ini akan me imbawa kita 

pada se ijarah Pe irjuiangan Bangsa Indone isia se ijak me irde ika hingga tahuin 1953.  

Doktrin Pe irtahanan diawali de ingan Doktrin Pe irang Wilayah dan siste im Pe irang 

Rakyat Seime ista ataui Pe irata (1954), teiruis me ingalami pe irke imbangan dan pe inye impuirnaan, 

se ilama di guinakan te irmasuik dalam Me inuimpas Pe imbe irontakan PRRI-Peirme ista dan DI-TII, 

adalah contoh yang sangat je ilas pe ine igakan ne igara Re ipuiblik Indone isia di atas landasan 

ide iologi Pancasila. Pe imbe irontakan-pe imbe irontakan ini me iruipakan ancaman teirhadap 

ke isatuian bangsa, te irhadap inte igrasi nasional, yang saat itui sangat dibuituihkan ole ih 

Indone isia. Tanpa inte igrasi nasional uisaha pe iningkatkan e ikonomi dan ke ise ijahte iraan 

masyarakat tidak akan dapat te irlaksana12. Keibe irhasilan uitama doktrin Pe irtahanan dalam 

ope irasi skala be isar adalah Trikora. Doktrin Pe irtahanan te iruis di se impuirnakan hingga te irjadi 

Re iformasi, dimana ke ipe intingan politik le ibih diuitamakan daripada pe irtahanan, 

pe irke imbangan doktrin pe irtahanan me incapai titik te ire indah, padahal tantangan ke itika itui 

cuikuip be irat de ingan be irgolaknya Papuia dan Ace ih, se irta ke iruisuihan Ambon. Hingga tahuin 

2007 barui muilai me incoba me inyuisuin ke imbali siste im Pe irtahanan. Hingga hari ini prose is 

pe inye impuirnaan Doktrin dan strate igi te iruis dise impuirnakan. 

A.H.Nasuition dalam buikuinya pokok-pokok Pe irang Ge irilya. me inyatakan bahwa 

pe irang se ikarang buikan lagi antara te intara de ingan te intara saja, se ikarang yang be irpe irang 

adalah rakyat, bahkan rakyat se iluiruihnya. Peirang be irgolak tidak hanya di dae irah 

pe irte impuiran, pe irang be irgolak se icara se ime ista, walauipuin ke ipuituisan akhirnya dite intuikan 

ole ih kalah-me inangnya ke iduia angkatan be irse injata yang be irhadapan. Maka ilmui pe irang itu i 

buikan lagi cuima ilmui pe irang yang khuisuis de ingan strate igi, taktik dan logistiknya, me ilainkan 

me inge inai puila politik, milite ir, psikologis dan e ikonomi, e intah apa saja lagi (Nasuition 

A.H,1953), Tidak disangkal lagi bahwa Strateigi Siste im Pe irtahanan Rakyat Seime ista Indone isia 

be irawal dari tuilisan ini.  

Doktrin Pe irtahanan Indone isia yang pe irtama adalah Doktrin Pe irtahanan Rakyat 

yang dite itapkan me ilaluii U iU i No. 29/1954 teintang Pe irtahanan Ne igara Re ipuiblik Indone isia. 

Pada BAB II Pasal 4 beirbuinyi …“Pe irtahanan Ne igara Re ipuiblik Indone isia be irsifat pe irtahanan 

rakyat yang te iratuir dan yang dise ile inggarakan di bawah pimpinan Pe ime irintah Re ipuiblik 

Indone isia” .Doktrin Pe irang Wilayah/Pe irang Rakyat Se ime ista dite itapkan dalam Ke iteitapan 

MPRS No. II/1960 dimuiat dalam pe iratuiran Peinguiasa Pe irang Te irtinggi (Pe ipe irti) No. 

169/1960 …. “Peirtahanan Ne igara Reipuiblik Indone isia be irsifat de ife insif-aktif dan be irsifat anti-

kolonialisme i dan anti-impe irialisme i dan be irdasarkan pe irtahananan rakyat se ime ista yang 

be irintikan te intara suika re ila dan milisi.”13 

                                                     
12

  Ahimsa-Puitra, & Shri, H. (2022). Harsja Bachtiar Dan Pembentukan Bangsa Indonesia: Teori 

Dan . Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya, 23(1), 61-79. 
13

  Pinatih, N. K. (2010). Variasi Doktrin Pertanahan Indonesia Periode Demokrasi Ter [Im [in 

(1959-1965) Dan Orde Baru (1966-1998). Skripsi Universitas Indonesia Sosial dan Ilmu Politik., 2010). 
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Se ilanjuitnya Doktrin Pe irjuiangan uintuik TNI AD yaitui ”Tri U ibaya cakti” yang 

diruimuiskan dalam se iminar AD II di Se iskoad Banduing pada tanggal 25-31 Aguistuis 1966 

yang di dalamnya me inyangkuit Pe irtahanan Darat Nasional ataui siste im Hanratnas dalam 

Pe irang Rakyat Seime ista (Peirata). Seilanjuitnya Doktrin Peirang Rakyat Seime ista ini ke imuidian 

diangkat dalam Se iminar Hankam tanggal 21 Seipte imbe ir sampai de ingan 17 Oktobe ir 1966 

de ingan hasil Doktrin Pe irjuiangan TNI “Tjatuir Darma Eika karma”. Se ilanjuitnya dalam Rapat 

Ke irja Pe irtahanan dan Ke iamanan di Jakarta pada tanggal 17-28 Nove imbe ir 1967, diruimuiskan 

pe ilaksanaan Doktrin Pe irtahanan dan Ke iamanan Nasional, yang akan kita ke inal se ibagai 

SISHANKAMRATA 

Se ilanjuitnya ole ih Pre iside in Soe iharto me inge iluiarkan Ke ippre is Nomor 55 Tahuin 1972 

di mana pe irtahanan nasional adalah tangguing jawab se iluiruih rakyat. Te irmasuik di dalamnya 

organisasi pe irtahanan sipil yakni, Hansip dan Wankamra. Siste im pe irtahanan ke iamanan 

rakyat se ime ista me indapat be intuik ope irasional dibawah pimpinan Panglima ABRI Jeinde iral L.B. 

Moe irdani me ine itapkan Ke ipuituisan Panglima Angkatan Be irse injata No: Ke ip/04/II/1988 

teintang Doktrin Pe irjuiangan TNI-ABRI “Catuir Darma Eika Karma (CADE iK)”. Dalam Doktrin 

CADE iK 1988 ini, Pe inyeile inggaraan pe irtahanan dan ke iamanan ne igara dicapai me ilaluii 

pe inge imbangan ke imampuian pe irtahanan dan ke iamanan ne igara yang diwuijuidkan dalam 

sishankamrata. Doktrin Hankam 1991, dan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994. masih 

me ingandalkan konse ipsi strate igi pe irtahanan yang te iruitama ada di Doktrin CADE iK 1988, 

de ingan konse ip konse ip bakui se ipe irti proyeiksi pe irtahanan be irlapis, pe irtahanan me indalam, 

ge ilar pe ilibatan dalam palagan te irpadui, hingga konse ip pe irtahanan puilaui be isar, pe irtahanan 

lauit nuisantara, pe irtahanan uidara nasional. 

Pe irke imbangan se ilanjuitnya te irjadi re iformasi tahuin 1998 de ingan puincaknya 

pe inguinduiran diri Soe iharto se ibagai Pre iside in RI. MPR yang dipimpin 0le ih Amin Rais dari 

tahuin 1999 sampai 2004, meilakuikan pe irombakan be isar de ingan me ilakuikan Amande ime in 

teirhadap Konstituisi ne igara yaitui U iU iD 1945 yang me imisahkan Pe irtahanan de ingan 

Ke iamanan, dan me iruibah Sishankamrata me injadi sishanta de ingan me inghilangkan kata 

Ke iamanan dan kata rakyat. Akan te itapi kare ina tidak puinya konse ip tuiruinannya, maka se icara 

konse ip tidak be iruibah, ke icuiali pe imisahan tuigas Pe irtahanan me injadi tuigas TNI dan 

Ke iamanan me injadi tuigas Polri, hal yang dike imuidian hari di kritik kare ina tidak dapat 

me imbe idakan antara Ke iamanan dalam Konte iks Nasional (“K” be isar) dan ke iamanan dalam 

konte iks kamtibmas (“k”-ke icil). Ke ipuituisan saat itui hanya didasari se imangat me imisahkan 

Polri dari ABRI yang te ilah teirjadi tanggal 1 Juini 1999 dan dite itapkan de ingan Ke ite itapan MPR 

RI Nomor VI/MPR/2000. Me inyalahkan re izim orde i barui Suiharto te irhadap pe iruibahan karakte ir 

Ke ipolisian RI yang me injadi be irgaya milite ir, agar ke imbali me injadi Polisi yang Sipil yang 

me ilinduingi masyarakat buikan se ibagai alat ke ikuiasaan. Se ibe inarnya bila kita je irnih me ilihat 

se ijarah, pe inyatuian Angkatan Pe irang de ingan Polri me injadi ABRI te ilah teirjadi se ijak tahuin 

1962 dalam suiasana Trikora, masa orde i lama di bawah pe irintah Pre iside in Suikarno, buikan 

masa orde i barui. Ke ipuituisan yang baik me imisahkan Polri dari ABRI, se iharuisnya tidak be irarti 
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juiga me imisahkan Pe irtahanan dari Ke iamanan. Inilah yang me injadi pe irmasalahan uitama 

dalam siste im Pe irtahanan ne igara Indone isia saat ini, juistrui suiatui Siste im Pe irtahanan itui haruis 

diawali ole ih Siste im Ke iamanan Nasional suiatui ne igara. Tidak muingkin Siste im Pe irtahanan 

Indone isia haruis be irdasarkan Siste im ke iamanan yang di suisuin ole ih Polisi?. Tuigas polisi 

adalah ke iamanan yang be irhuibuingan de ingan ke ite irtiban masyarakat dan pe ine igakkan huikuim 

(“k” keicil), buikan Ke iamanan Nasional (“K” be isar). Hal Ini teirjadi kare ina Prose is re iformasi 

milite ir saat itui, le ibih me inguitamakan dime insi politik daripada dime insi pe irtahanan. 

Amande ime in Pasal 30 U iU iD 1945 teirse ibuit de ingan tuiruinannya yaitui U iU i No 3 tahuin 

2002 teintang Pe irtahanan Ne igara, juiga me inghilangkan kata rakyat dalam Sishankamrata. 

Hilangnya kata rakyat dalam sistim pe irtahanan te irse ibuit me inimbuilkan ke isan se iolah-olah ada 

rasa tabui me ilibatkan rakyat dalam uipaya pe irtahanan ne igara yang be irsifat se ime ista. Padahal 

ke ise ime istaan me inganduing makna pe ilibatan se iluiruih rakyat, dan se ige inap suimbe ir daya 

nasional, sarana dan prasarana nasional, se irta seiluiruih wilayah ne igara se ibagai satui ke isatuian 

pe irtahanan yang uituih dan me inye iluiruih. Pe iruibahan Sishankamrata me injadi Sishanta me injadi 

dasar Pre iside in Suisilo Bambang Yuidhoyono (SBY) meincabuit Ke ippre is 55 Tahuin 1972 meilalu ii 

Pe iratuiran Pre iside in (Pe irpre is) No 88 Tahuin 2004 di mana Hansip dan Wankamra ke imuidian di 

buibarkan. Pe irke imbangan Siste im Pe irtahanan kita me ingalami se itback pada masa antara 

tahuin 2002-2007 eife iktif tidak me imiliki Doktrin Pe irtahanan, de ingan ke itidak je ilasan konse ip 

tuiruinannya. Keitidak-le ingkapan re iguilasi politik di bidang pe irtahanan ne igara juiga dipe irparah 

de ingan tidak le ingkapnya ke ibijakan pe irtahanan ne igara.  

Tabe il 1. Peirke imbangan Doktrin Pe irtahanan RI 

Doktrin Tahun Sistem Pertahanan 

Pe irtahanan Rakyat 1960 Pe irata/Peirwil 

Tri uibaya Cakti (AD) 1966 Pe irata/Hanratnas 

Tjatuir Darma E ika karma 1966 Pe irata/Hankamnas 

Hankamnas 1967 Sishankamrata 

Cade ik 88 1988 Sishankamrata 

Hankam 91 1991 Sishankamrata 

Sad Daya Dwi Bhakti 1994 Sishankamrata 

……… 2002 Sishanta 

Tri Dharma E ika Karma 2007 Sishanta 

Doktrin Hanne ig 2007 Sishanta 

Tri Dharma E ika Karma 2010 Sishanta 

Doktrin Hanne ig 2014 Sishanta 

Doktrin Hanne ig 2015 Sishanta 

Jak Hanne ig 2022 Sishankamrata 

Suimbe ir : Be irbagai suimbe ir,diprose is Pe inuilis(2023) 

Ke iteirangan; 

Pe irata : Peirang Rakyat Se ime ista 
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Pe irwil : Pe irang Wilayah 

Hanratnas : Pe irtahanan Darat Nasional 

Hankamnas : Pe irtahanan Ke iamanan Nasional 

Sishankamrata:Siste im Pe irtahanan Ke iamanan Rakyat Se ime ista 

Sishanta : Siste im Pe irtahanan Se ime ista 

Te irlihat dari tabe il se ibe iluim tahuin 1966, Doktrin dan konse ip pe irtahanan ne igara kita 

hanya teintang Peirang, yaitui Doktrin Pe irang Wilayah dan Siste im Pe irang Rakyat se ime ista. 

Dalam Doktrin Angkatan Darat Tri U ibaya Caktilah Siste im Pe irtahanan yang kala itui di se ibuit 

Pe irtahanan Darat Nasional (Siste im Hanratnas) dipe irke inalkan dan me injadi cikal bakal 

Sishankamrata, dan paska Re iformasi me injadi Sishanta. 

Me inte iri Pe irtahanan (Me inhan) Prabowo Suibianto dalam Konfe ire insi Nasional Siste im 

Pe itahanan dan Ke iamanan Rakyat Se ime ista (Sishankamrata) Abad ke i-21 di U inive irsitas 

Pe irtahanan (Uinhan) ke imbali me ine igaskan, siste im pe irtahanan Indone isia dinyatakan se ibagai 

pe irtahanan yang be irsifat se ime ista. Pe irtahanan Ne igara be irfuingsi uintuik me iwuijuidkan dan 

me impe irtahankan se iluiruih wilayah Ne igara Ke isatuian Reipuiblik Indone isia se ibagai satu i 

ke isatuian pe irtahanan. Peirtahanan Ne igara be irtuijuian U intuik me injaga dan me ilinduingi 

ke idauilatan ne igara, ke iuituihan wilayah NKRI, dan keise ilamatan se ige inap bangsa dari se igala 

be intuik ancaman dan gangguian baik yang be irasal dari luiar mauipuin dari dalam ne ige iri. 

Diruimuiskan guina me incapai tuijuian nasional bangsa Indone isia.  

Dalam me imbanguin Siste im Pe irtahanan Nasional yang kuiat, pe irlui 

me impe irtimbangkan be ibe irapa faktor diantaranya: Faktor geiografis ne igara, Suimbe ir daya 

nasional, analisis ke imuingkinan ancaman yang akan muincuil, Pe irke imbangan teiknologi 

informasi.  

Doktrin 

Doktrin yang diguinakan uintuik pe irtahanan adalah Siste im Pe irtahanan Se ime ista. 

Doktrin ini me insyaratkan pe iranan pe inting rakyat de ingan te intara profe isional se ibagai inti 

ke ikuiatan pe irtahanan. 

Pokok-pokok Strate igis Pe irtahanan Ne igara    

Tuijuian dan sasaran Strate igis 

1. Te irjaganya ke idauilatan dan ke iuituihan Wilayah NKRI se irta te irlinduinginya ke ise ilamatan 

se ige inap bangsa dari se igala be intuik ancaman. 

2. Te irbanguinnya Siste im Pe irtahanan dan Ke iamanan Rakyat Seime ista (Sishankamrata) yang 

teirinte igrasi dan mode irn.  

3. Te irwuijuidnya Pe inge ilolaan Suimbe ir Daya Nasional (PSDN) uintuik Pe irtahanan Ne igara. 

4. Te irse ile inggaranya pe inge ilolaan wilayah pe irtahanan 
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Strateigi pe irtahanan ne igara diruimuiskan se isuiai paham dan pandangan bangsa 

Indone isia te intang damai dan pe irang, se irta dipe irsiapkan dan diimple ime intasikan dalam 

rangka uintuik me impe irtahankan ke ime irde ikaan dari uipaya-uipaya pihak manapuin yang 

me ingancam e iksiste insi ke ime irde ikaan. Strate igi pe irtahanan ne igara disuisuin de ingan 

me impe irhatikan tiga e ile ime in dasar, yakni : 

Pe irtama, me imbe intuik, yaitui suiatui strateigi yang mampui me inciptakan dan 

me imbe intuik lingkuingan ke iamanan nasional dan inte irnasional yang dapat me injamin 

ke ipe intingan nasional yang me induikuing stabilitas kawasan, me inguirangi dan me iniadakan 

ancaman, me ince igah konflik dan agre isi se irta tindakan ke ike irasan lainnya. Ke iduia, me ire ispon, 

yaitui strate igi yang mampui me ire ispon be irbagai spe iktruim krisis se ihingga mampu i 

me iniadakan ancaman dan risiko te irhadap ke ipe intingan nasional. Ke itiga, me inyiapkan, yaitui 

strateigi yang mampui me impe irsiapkan suiatui pe irtahanan uintuik me inghadapi masa de ipan 

yang tidak pasti me ilaluii uipaya pe imbanguinan ke ikuiatan, pe inge imbangan konse ip, dan 

pe ingorganisasian pe irtahanan yang me imanfaatkan ke imajuian te iknologi uintuik me ilinduingi 

ke ipe intingan nasional. 

Strateigi pe irtahanan ne igara diruimuiskan de ingan tiga suibstansi dasar strate igi se icara 

proporsional, se iimbang dan te irkoordinasi. Beirdasarkan te iori Strate igi maka haruis me incakuip 

tuijuian (e inds), me iruimuiskan cara-cara yang dite impuih (ways) dan me ine intuikan sarana 

prasarana (me ians) yang diguinakan uintuik me incapai tuijuian.  

Pe irtama, tuijuian yang ingin dicapai adalah me injaga dan me ilinduingi ke idauilatan 

ne igara, ke iuituihan wilayah NKRI dan me ilinduingi ke ise ilamatan se ige inap bangsa. Ke iduia, 

suimbe ir daya pe irtahanan yang diguinakan dalam rangka me incapai tuijuian dan sasaran yang 

ingin dicapai, yakni me inge irahkan Pe irtahanan Milite ir yang diinte igrasikan dan disine irgikan 

de ingan Pe irtahanan Nirmilite ir. Ke itiga, bagaimana me ingguinakan suimbe ir daya uintuik 

me incapai tuijuian ataui sasaran strate igis, yakni me ire incanakan, me impe irsiapkan, dan 

me ilaksanakan suiatui siste im pe irtahanan ne igara yang tangguih dan be irdaya tangkal tinggi 

se isuiai de ingan paham bangsa Indone isia te intang damai dan pe irang. Cara me incapai sasaran 

strateigis de ingan cara me imaduikan pe irtahanan milite ir dan pe irtahanan nirmilite ir be irdasarkan 

ke ibijakan pe ime irintah (politik) Pe irtahanan Ne igara Se ibagai Fuingsi Pe ime irintah. 

Pe irtahanan neigara be irtitik tolak pada falsafah dan pandangan hiduip bangsa 

Indone isia uintuik me injamin ke iuituihan dan te itap te igaknya Ne igara Ke isatuian Re ipuiblik 

Indone isia yang be irdasarkan Pancasila dan U indang-U indang Dasar 1945. Peirtahanan ne igara 

se ibagai salah satui fuingsi pe ime irintahan ne igara yang me iruipakan uisaha uintuik me iwuijuidkan 

satui ke isatuian pe irtahanan ne igara guina me incapai tuijuian nasional. Dalam pe inye ile inggaraan 

Pe irtahanan neigara warga ne igara me impuinyai hak dan ke iwajiban uintuik ikuit se irta dalam 

uipaya pe imbe ilaan ne igara se ibagai pe ince irminan ke ihiduipan ke ibangsaan yang me injamin hak-

hak warga ne igara uintuik hiduip se itara, adil, aman, damai, dan se ijahte ira; 

U isaha Pe irtahanan ne igara dilaksanakan de ingan me imbanguin, me ime ilihara, 
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me inge imbangkan, dan me ingguinakan ke ikuiatan pe irtahanan ne igara be irdasarkan prinsip-

prinsip de imokrasi, hak asasi manuisia, ke ise ijahte iraan uimuim, lingkuingan hiduip, ke ite intuian 

huikuim nasional, huikuim inte irnasional dan ke ibiasaan inte irnasional, se irta prinsip hidu ip 

be irdampingan se icara damai; (U iU i RI No 3 Tahuin 2002 Teintang Pe irtahanan ne igara) 

Pe irtahanan ne igara/Pe irtahanan nasional adalah se igala uisaha uintuik 

me impe irtahankan ke idauilatan ne igara, ke iuituihan wilayah se ibuiah ne igara dan ke ise ilamatan 

se ige inap bangsa dari ancaman dan gangguian te irhadap ke iuituihan bangsa dan ne igara. Siste im 

pe irtahanan yang be irsifat se ime ista yang me ilibatkan se iluiruih warga ne igara, wilayah, dan 

suimbe ir daya nasional lainnya, se irta dipe irsiapkan se icara dini ole ih pe ime irintah dan 

dise ile inggarakan se icara total, teirpadui, te irarah, dan be irlanjuit uintuik me ine igakkan ke idauilatan 

ne igara, ke iuituihan wilayah, dan ke ise ilamatan se ige inap bangsa dari se igala ancaman 

 

KESIMPULAN  

Sistem pertahanan Negara Kestauan Republik Indoensia telah diatur dalam 

Konstitsi yaitu Pembukaan Undang undang Dsaar 1945 Alinea ke IV dimana negara memiliki 

kewajiban untuk melindungi segena bangsa Indonsia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia. 

kalimat ini menyiratkan baha negara harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang 

bagus untuk dapat mewujudkan negara yang berdaulat serta keamanan dan ketentraman 

bagi seluruh masyarakat baik dari ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun 

ancaman yang berasal dari luar negeri. Isi dari Pembukaan Undang Undang Dasar 

sebagaimana yang telah disebutkan memiliki implikasi terhadap lahirnya Pasal 30 yang 

membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara kesatuan Republik 

Indonesia. Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasare untuk membuat dan mengeshakan 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara dimana dalam Undang 

Undang ini disebutkan bahwa Doktrin pertahanan Negara Indonesia merupakan Sistem 

Pertahanan Semesta dengan TNI sebagai Komponen Utama sedangkan rakyat serta sumber 

daya menjadi komponen cadangan yang akan Bersama sama memiliki tanggung jawab 

dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara guna mempertahankan kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. namun sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 3 

Tahun 2022, Indonesia menganut doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Rakyat Semesta) namun dikrenakan doktrin ini agak kurang tepat karena seakan akan 

mengabaikan tugas dan kewajiban dari Tentara Nasional Indonesia selaku penjaga 

petahanan dan kedaulatan negara serta polisi selaku penjaga keamanan dari rakyat 

indoenesia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mengapa kata rakyat dihilangkan dan 

digantikan dengan sistem pertahanan semesta dengan TNI menjadi kekuatan inti utama 

dalam pertahanan dan keamanan negara sedangkan Rakyat menajdi cadangan yang akan 

mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam 

mewujudkan NKRI yang berdaulat.  
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